AL

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 16 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 16 TAHUN 2005
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a.

bahwa sebagai tolok ukur realisasi penyelenggaraan urusan
wajib di Kabupaten Majalengka harus berdasarkan kepada
Standar Pelayanan Minimal (SPM);

bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang
Sumber Daya Air Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan ..... 2



bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b di atas dan
sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pekerjaan
Umum Sub Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang ....... 3



10.

11.

12.

3

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4165 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090 ) ;

13. Peraturan Pemerintah ....... 4



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4124 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3527 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun
2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 27, SeriD ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, SeriD ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun
2004 tentang Rencana Stratejik Daerah  (RENSTRADA)
Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER
DAYA AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

-—

10.

1.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Majalengka;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang
berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara,
Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah
dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
Standar Pelayanan Minimal pekerjaan umum sub bidang sumber
daya air selanjutnya disebut SPM pekerjaan umum sub bidang
sumber daya air adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan kewenangan wajib daerah di bidang pekerjaan’
umum sub bidang sumber daya air;

Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan
Wajib;

Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan - per jenis
pelayanan,

Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja
pada tahun yang bersangkutan;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang
sumber daya air.



BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI SPM PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber
Daya Air ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum sub
bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan di Kabupaten
Majalengka.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM pekerjaan umum sub bidang sumber
daya air, adalah :

a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan pekerjaan umum
sub bidang sumber daya air kepada masyarakat.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pekerjaan
umum sub bidang sumber daya air.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang
harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia
pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada
masyarakat.

b. Tolok ukur untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum sub
bidang sumber daya air kepada masyarakat.

c. Dasar penentuan .... 7



c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama
pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada
masyarakat berbasis anggaran kinerja.

d. Acuan Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.

e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan waijib
pekerjaan umum sub bidang sumber daya air di Kabupaten.

BAB il

PELAKSANAAN SPM PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pasal 5

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air wajib menyelenggarakan
pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air sesuai
dengan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

Pasal 6

SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan
pekerjaan umum sub bidang sumber daya air yang meliputi jenis
pelayanan beserta indikator kinerja, nilai dan target tahunan Tahun
2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini.

BAB |V

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM
PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
Pasal 7

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub’
bidang sumber daya air di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka yaitu sebagai berikut : '

(1) Bupati Majalengka ...... 8



(1) Bupati Majalengka menyusun dan menetapkan Keputusan
Bupati tentang pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub bidang
sumber daya air;

(2) Penyelenggaraan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber
daya air dilaksanakan oleh Dinas pengelolaan sumber daya air
sesuai SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air

- yang telah ditetapkan;

(3) Penyusunan APBD pekerjaan umum sub bidang sumber daya
air untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengacu
pada Propeda, Renstrada, Repetada dan SPM pekerjaan umum
sub bidang sumber daya air yang telah ditetapkan dan menjadi
prioritas bagi Daerah;

(4) Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan
SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;

(5) Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan
pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;

(6) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur
terhadap pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub bidang
sumber daya air;

(7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan
terhadap kinerja Perangkat Daerah pelaksana SPM pekerjaan
umum sub bidang sumber daya air.

BAB V

PEMBIYAAN
Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pekerjaan umum sub
bidang sumber daya air untuk pencapaian target sesuai Standar
Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat.



BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 9

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap SPM pekerjaan
umum sub bidang sumber daya air;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Perhitungan kebutuhan pelayanan pekerjaan umum sub
bidang sumber daya air sesuai Standar Pelayanan Minimal,

b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian
target SPM;

c. Penilaian pengukuran kinerja;

d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pekerjaan umum
sub bidang sumber daya air.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan
pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air sesuai
Standar Pelayanan Minimal.

BAB Vii

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agaf setiap orang ..... 10



e, ' 10

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Majalengka. :

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

G

SUHARDJA




v _ LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
' NOMOR : 16 Tahun 2005
TANGGAL : 25 Juli 2005

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG
SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

TARGET TAHUNAN
URUSAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAI 2006 2007 2008 2009 2010 PENJELASAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penetapan Peraturan Daerah] 1.1 Pengelolaan Sumber Daya|1.1.1 Diterbitkan sertal 100% 25% 50% 50% 75% 100%
Kabupaten Majalengka di Bidang Air (SDA) yang terdiri dari : disosialisasikannya Peraturan
Sumber Daya Air ( dalam Perundang undangan Bidang
kegiatan perlindungan, Sumber Daya Air
pengembangan, pemanfaatan /|
pengelolaan air dan sumber air )
serta pengendalian daya rusak
air pada WS yang utuh berada di
Kabupaten Majalengka
1 Konservasi SDA
2 Pendayagunaan SDA
3 Pengendalian Daya Rusak
Air
Penyusunan Rencana Makro| 2.1 Rencana Induk|2.1.1 Diterbitkannya Rencana Induk] 100% 25% 50% 50% 75% 100%
Kabupaten Majalengka Pengelolaan SDA PSDA berdasarkan hasil
(Penentuan Prioritas & Konsultasi Publik
Pengaturan) di Bidang Sumber
Daya Air
Pengelolaan Sumber daya Air| 3.1 Pengelolaan sungai,{3.1.1 Terpenuhinya paling sedikit 15%| 100% 50% 100% 100% 100% 100% Sungai dan rawa
pada Wilayah Sungai yang utuh danau, waduk, rawa dan prasarana dan sarana sungai, masih merupakan
yang berada di Kabupaten pantai danau, waduk dan rawa dengan kewenangan Propinsi
Majalengka kinerja baik
a. Konservasi sumber daya air | 3.2 Pengamanan daerah|3.2.1 Tertatanya paling sedikit 10%| 100% 50% 100% 100% 100% 100%
sempadan sungai, danau, sempadan sungai di daearah - '
waduk,rawa konservasi permukiman, danau, waduk dan
dan pantai rawa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku




URUSAN WAJIB

TARGET TAHUNAN

NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAI 2006 2007 2008 2009 2010 PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.3 Penanganan daerah|3.3.1 Terkoordinasi dan terkendalinya] 100% 50% 100% 100% 100% 100% Wewenang Dunas
tangkapan air daerah tangkapan air sesuai Hutbun, LH PSDA
dengan  peraturan  perundang sebatas koordinasi
undangan bidang tata ruang
b. Pendayagunaan sumber] 3.4 Penatagunaan sumber{3.4.1 Ketatapan penentuan air sesuail 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
daya air daya air ketersediaan dan prioritas
kebutuhan petani pemakai air
3.5 Penyediaan air baku untuk|3.5.1 Terpenuhinya kebutuhan air sesuail 100% 100% { 100% 100% 100% 100%
berbagai keperluan dengan prioritas dan alokasi yang
telah ditetapkan oleh komir
3.6 Pengelolaan jaringan|3.6.1 Terlaksananya O dan P sertal| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
irigasi yang luasnnya s/d pengamanannya
1000 Ha dan utuh berada
dalam Kabupaten
Majalengka
3.6.2 Secara  periodik terpenuhinya] 100% 100% 100% 100% 100% 100%
paling sedikit 50% jaringan irigasi
yang mempunyai kinerja baik
363 Terpenuhinya paling sedikitf 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
intensitas tanam rata rata 145%
per tahun
3.7 Pengembangan Irigasi 3.71 Terlaksananya rehabilitasi jaringan| 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
irigasi
372 Terlaksananya pembangunan dan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan jaringan irigasi
¢. Pengendalian daya rusak air| 3.8 Pencegahan
1 Melakukan  inventarisasi|3.8.1 Dilakukan minimum 1 (satu) kali 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah genangan banjir, dalam setahun
prasaranan pengendalaian
banijir dan tanah longsor
2 Memberikan  peringatan(3.8.2.1 Tersediannya dan berfungsinya] 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
dini bahaya banjir (Flood sarana dan prasarana peringatan
Warning System) dini banijir (Flood Warning System)
3.8.2.2 Dilakukan segera apabila terdapatl 100% 100% | 100% 100% 100% 100%

indikasi bahaya banjir




URUSAN WAJIB

TARGET TAHUNAN

. N
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA ILAI 2006 2007 2008 2009 2010 PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Mempublikasikan daerah|3.8.3 Dilakukan minimum 1 (satu) kali 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
rawan banjir, prasarana dalam  setahun pada saat
dan sarana pengendali menjelang musim hujan
4 Tersediannya SOP dan|3.8.4 Disosialisasikan dan dipublikasikan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
petunjuk teknis kepada masyarakat
pencegahan bencana
banijir
3.9 Penanggulangan banjir
1 Tersediannya SOP dan|3.9.1 Disosialisasikan dan dipublikasikan| 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
petunjuk teknis kepada masyarakat
pencegahan bencana
haniir
2 Tersediannya posko|3.9.2 Dilengkapi dengan prasarana dan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanggulanngan sarana penanggulangan banjir
bencana banjir
3 Melakukan tindakan|3.9.3 Dilakukan segera setelah terjadif 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
darurat bencana banijir
3.10 Pemulihan rehabilitasi|3.10.1  Selesai sebelum musim hujan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana dan sarana berikutnya
pengendalian banijir
d. Pengumpulan dan| 3.11 Melakukan pengumpulan{3.11.1  Menyediakan statsiun] 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
pengelolaan data finventarisasi data hidoklimatologi
hidroklimatologi
3.11.2 Data diambil secara periodik dan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dikirim ke instansi yang
berwenang
3.12 Malakukan analisis data [3.12.1 Mempublikasikan data minimum 1| 100% 100% { 100% 100% 100% 100%
(satu) kali setahun
e. Pemberdayaan dan| 3.13 Melaksanakan  program|3.13.1  Minimal 1 (satu) kali dalam setahun{ 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
pengawasan pemberdayaan dan dan minimum 50% dari jumlah
pengawasan kelompok keseluruhan P3A vyang ada
Petani Pemakai Air (P3A) berstatus aktif
termasuk GP3A melalui
pelatihan dan penyuluhan
3.13.2 Dilaksanakan secara periodik 100% 100% | 100% 100% 100% 100%




-
.

* URUSAN WAJIB

TARGET TAHUNAN

NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAI 2006 2007 2008 2009 2010 PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3.13.3 Terbinanya petani di seluruh] 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
jaringan irigasi
3.13.4 Melaksanakan pola tanam sesuail 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesepakatan bersama
3.14 Melaksanakan program|3.14.1  Minimal 1 (satu) kali dalam setahun| 100% 100% | - 100% 100% 100% 100%
pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan sektor]
Sumber Daya Air
3.15 Memberikan akses kepada|3.15.1  Tersedianya informasi yang] 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
masyarakat untuk ikut diperlukan masyarakat dan dapat
berperan dalam diperoleh dengan mudah dan cepat
pengawasan pelaksanaan
program pengelolaan
sumber daya air
3.16 Diseminasi dan sosialisasi|3.16.1  Dilakukan secara bertahap] 100% 100% 100% 100% 100% 100%
NSPM  termasuk  SNI minimum 1 (satu) kali dalam
bidang sumber daya air setahun dengan melibatkan
peserta dari tingkat kecamatan
f. Perijinan di bidang sumber| 3.17 Pemberian rekomendasi[3.17.1 Rekomendasi tehnik penambangan| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daya air teknik penambangan bahan galian goi C disungai
bahan galian gol. C di diterbitkan paling lama 1 (satu)
sungan bulan setelah persyaratan
administrasi dan teknis dipenuhi
3.18 Pemberian izin pengalihan|3.18.1  Izin diterbitkan paling lama 1 (satu)] 100% 100% | 100% 100% 100% 100%
air sungai bulan setelah persyaratan
administrasi dan teknis dipenuhi
3.19 Pemberian izin{3.19.1  lzin pembuangan limbah| 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembuangan air limbah ke diterbitkan paling lama 2 (dua)
sungai bulan setelah persyaratan

administrasi dan teknis dipenuhi




3

penggunaan air dan atau
sumber daya air

sumber daya air diterbitkan paling
lama 2 (dua) dubaln setelah
persyaratan administrasi dan teknis
dipenuhi

i | . TARGET TAHUNAN
f\O‘, . URUSAN WAJIB JENIS PELAYANAN INDIKATOR KINERJA NILAI 2006 2007 2008 2009 2010 PENJELASAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.20 Pemberian izin{3.20.1 Izin penggunaan air dan atau| 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KABUPATEN MAJALENGKA

—

SEKRETARIS DAERAH

.

RDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

